BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

-

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Ncgara Republik Indonesia. .
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 . Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45735);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah,; 9
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©. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

t

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2,
3.
4.

.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Malaka; .
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka:
Bupati adalah Bupati Malaka;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka selaku
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
pcriganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk
tahun yang direncanakan, dirinc sampal dengan rincian obyek

‘pendapatan, dan rincian obyek belanja, dan pembiayaan serta perkiraan

maju untuk tahun berikutnya serta memuat informasi tentang urusan
pemerintah daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan

dicapai dari program dan kegiatan, sebagai dasar Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Pedoman Penyusuan RKA-SKPD adalah sebagai
pedoman bagj Perangkat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ini ditetapkan dengan tujuan agar
penyusunan RKA-SKPD tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal
yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, efelktif dan

efisien, partisipatif, inovatif, transparan dan akuntabel sehingga




-

memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya tentang APBD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

L Pasal 3
(1) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018 meliputi:

a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah ~Daerah dengan Kebijakan
Pemerintah Pusat;

b. Prinsip Penyusunan APBD;
c. Kebyjakan Penyusunan APBD:
d. Teknis Penyusunan RKA-SKPD.

(2) Uraian lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
1n1. |

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka. y/

Ditetapkan diBetun
pada tanggal 1 Agustus 2017

?‘STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal ... 2017

- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2017 NOMOR ...
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 31 TAHUN 2017
TANGGAL 01 AGUSTUS 2017

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH PUSAT.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2018 merupakan
penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 dan juga merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang
terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen
bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien,
efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat secara berkelanjutan. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah
“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”, dengan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2018

adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen sampal dengan 5,89 persen;

2.  Angka Kemiskinan sebesar 20,36 persen .
3. Tingkat Pengangguran sebesar 2,20 persen
4

Inflasi sebesar 2,48 persen'sampai dengan 4,1 persen;

Indeks Gini sebesar 0,34 persen.

Pemerintah Kabupaten Malaka harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang
pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan
pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional sangat tergantung pada
sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Malaka yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi NTT

Tahun 2018. X



dan retribusi daerah, rasionalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan
Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas,
kemudahan, ketepatan dan keccp;man pelayanan,

Setiap SKPD agar mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak
ketiga dalam rangka .'bptimalisasi peningkatan PAD termasuk tanah-tanah/

bangunan milik Pemerintalvhasil pembongkaran dari rehabilitasi gedung

pemerintah. Ry

Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan
PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa
Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Rasionalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas
penyertaan inodal atau investasi daérah lainnya, dengan memperhitungkan
nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun
barang sebagal penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan

penyertaan modal tersebut.

Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah:

— Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada
akun pcndapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek

Bunga atau jasa giro Dana cadangan, rincian obyek Bunga atau jasa giro

dana cadangan sesuai peruntukannya.

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum
menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok

PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek dana kapitasi pada FKTP,
rincian obyek dana kapitasi pada FKTP berkenaan.&



- Pendapatar atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada
akun peridapatan, kelompok PAD, Jenis lain-lain PAD yang sah dan
diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening
berkenaan.

— Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun pendapatan
kelompok PAD, Jenis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan kedalam

obyck dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2. DANA PERIMBANGAN

a.  Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

1) Untuk penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH-Pajak
Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaéi}: dan Perdesaan,
dan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh pasal
25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)
dan Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenal Rincian
APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keliéngan mengenai
alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 dan dengan Memperhatikan

perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun
terakhir.

2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan

sesual Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenal Rincian DBH-CHT menurut

provinsi/kabupaten/kota  Tahun  Anggaran 2018, dan dengan

memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan selama 3 (tiga) tahun

terakhir, Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian

DBH-CHT menurut propinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus

menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahuly

melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan'DPRDﬁ,
4

e,



i 'k lr-ﬂm'lr:u" o W TS p f e T W ¥ e L - rt
¥ . i
L]
-

untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan.
APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan
kualitas bahan'baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial,
sosialisasi ketcntugn dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena
cukai palsu., | |

3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri
dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-
Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan
panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
DBH-SDA Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengeni Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang

merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat
pcr'ubulmn setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018

ditetapkan, Pemerintalh Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bégi Pemerintah daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
Untuk penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai
dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran
DAU Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran
2017. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2018. ¥



¢ Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Untuk penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai
pendapatan daerah, sepanjang .telah ditetapkan sesuai Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018,

Apabila Peraturan P1::°,sidcn mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2018
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran
208 diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan
pembéritahﬁan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Penyediaan Dana Pendamping atau

sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan..

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.  Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan
Negeri dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme

pencatatan dan pengesahan dan pengesahan Dana BOS dimaksud
dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun
Pendapatan, Kelomppok Lain-lain pendapatan Daerah Y';ng Sah, Jenis
Hibah, obyek hibah Dana BOS, rincian obyek hibah Dana BOS masing-
masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

b.  Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak
daerah yang diterima dari pemerintah propinsi didasarkan pada alokasi

belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah propinsi Tahun .Anggararg

6
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2018. Dalam hal penetapan Peraturan Bupati / Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 maka penganggarannya
didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2017 dengan
memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah tahun 2016,

Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau
Peraturan Menteri KEuangan mengenal Pedoman Umum dan Alokasi
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negefi Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud

.
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Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran
2016. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan tersebut

ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018
ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan -alokasi dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan- Perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan

~ Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Aggaran 2018
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Dcsa tersebut
didasarkan pada alokasi dana cesa Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturanﬁ
7
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Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah

Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih
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dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

T e =

APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran™2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yarﬁg tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran

= A PRI e R R

2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah

tentang penjuabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD. |
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e.  Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik
darl badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat
maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi

pengeluaran - atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi

sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan
dimaksud.

-
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akun pendapatan, kelompok pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah, dan diuraikan kedalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai

kode rekening berkenan.

f.  Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuaj Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Perﬁturan Menteri

~ Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Tahun Anggaran 2018.

Transfer lainnya

Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menter: Keuangan tersebut
ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018
ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan bPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atay dicantumkan

D)

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APB
8




Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

32 BELANJA DAERAH

aI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan

untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadl

kewenangan daerah dan pelakanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib

terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundzing-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus

mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun Anggaran 2018
sesuai dengan Kkewenangan masing-masing tingkat pemerintahan daerah.

Schubungan dengan hal terscbut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap
kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi
daerah. ;

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka menetapkan target |
capaian kinerja setiap belanja SKPD dalam menunjang program dan kegiatan yang
direncanakan dapat tercapai demi meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dengan menganut pada prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi
pengguna anggaran. Program dan kegiatan SKPD harus memberikan informasi
yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek ipdicator,

tolok ukur dan target kinerjanya. %



1.  Belanja Tidak Langsung
Penganggaran Belanja Tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.. Belanja Pegawali |
1) Untuk mengantisipasi perubahan gaji pokok dan tunjangan keluarga
dalam Tahun Anggaran 2018 dapat disiapkan acress sebesar 2,5% untuk
rencana kcnaikag pangkat, kenaikan gaji berkala, ketambahan jiwa
(suami, istri, an\ak) dan dialokasikan juga untuk mengakomodir

kekurangan gaji PNSD dalam tahun anggaran berjalan serta mutasi
PNSD yang pindah masuk ke Kabupaten Malaka.

2) Khusus tunjangan beras bagi PNSD untuk Tahun Anggaran 2018
dianggarkan dalam APBD dalam bentuk natura sebesar Rp. 8.047
/kg/jiwa/bulan dan dalam bentuk in natura/uang sebesar Rp. 7.242

/kg/iiwa/bulan  sesuai  ketentuan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor Per-33/PB/2013 tanggal 2 Agustus 2013.

3) Penganggaran belanja gaji untuk kebutuhan formasi pengangkatan

CPNSD Tahun Anggaran 2018 dan gaji bulan ke-13 dan gaji keempat
belas dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat untuk

meningkatkan kesejahteraan PNSD melalui perubahan gaji pokok.
4) Perhitungan gaji PNSD Tahun Anggaran 2018 pada setiap SKPD secara

teknis akan dilakukan oleh petugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Malaka berdasarkan realisasi gaji bulan Oktober 2017.

5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penycelenggarakan Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.: Terkait

dengan hal tersebut, penyediaan anggaran  untuk pengerhbangan

cgkupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala daerah / Wakil

25y

Kepala daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di lu
10 '




cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian
bagi Kepala Daerab/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
- DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani
Undang-Undﬁng Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24
tahun 2011, Pératuran pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1993 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
7) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan
pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan Kriterianya dengan
persetujuan DPRD dan harus ditetapkan terlebih dahulu dengan

peraturan bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
‘Nomor 21 Tahun 2011,

8) Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD
dan tunjangan khusus guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun

Anggaran 2018 melalul dana transfer ke daerah dianggarkan dalam
APBD pada kelomok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, dan

diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode

rekening berkenaan.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

mempedomani Peraturan Bupati Malaka Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Hibah dan Bantuan Sosial.
Belanja Bagi Hasil Pajak. .
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) Undang

£
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota
menganggarkan belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada |

Pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah
dan retribusi dacrah kabupaten / kota. Dari aspek teknis penganggaran,

pendapataﬁ Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah
Kabupaten untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan kedalam
daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima

bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja
bantuan Keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan
rincian obyck belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.
Besaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Cara 'Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menterl Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan-ayat (2) Undang-
‘Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten / Kota menganggarkan
alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis

belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun
Anggaran 2018 wuntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain
itu penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam
Jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten
dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK. Dari aspek

teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, bela.nja:%
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bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah / '

desa selaku penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Belanja Tidak terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya

kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar
kendali dan pengaruh pemermtah daerah Belanja tidak terduga merupakan

belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan terjadi secara berulang seperti kebutuhan tanggap darurat
bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 20138

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya,

Belanja Langsung

d.

2.1

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan

kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh

_ masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan

keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Alokasi belanja untuk programy dan kegiatan pada masing-masing urusan
pemerintahan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran

honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan
sesual dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan Kegiatan dalam rangka
mencapal target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut,
pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-
benar memiliki peranan dan kontribusi_nyata terhadap efektifitas pelaksanaan
kegiatan dimaksud.

Standar Biaya untuk Belanja Pegawal yang digunakan sebagai batas tertinggi:

I/Q_
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A. STANDAR HONORARIUM

No.

(1)
1.

a. Pengguna Anggaran/Kuasa

| Nilal pagu dana dl atas 100

Nilai pagu dana di atas 500

Nilai pagu dana s/d 100 juta

Nilal pagu dana dl atas 250 juta s/d 500 juta

URAIAN
2)
HONORARIUM SATUAN PENGELOLA KEUANGAN SKP

Pengguna Anggaran

uta s/d 250 juta

D (PENGELOLA

uta s/d 1 miliar

Nilal pagu dana di atas 1 mi

iar s/d 2,5 miliar

Nilai pagu dana s/d 100 juta

Nilai pagu dana di atas 100 j

Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar
Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar

Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 millar
Nilal pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar
Nilal pagu dana di atas 5C miliar s/d 75 miliar

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

uta s/'d 250 juta

SATUAN
(3
APBD

Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar
Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar
Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar

Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta
Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar

Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 mi
Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 mi

Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 mi

o e ———————————————————————————————————————————————
c.

lar
iar
iar

OB
o8

o8 | 1450.000
OB _1.660.000
OB 1.970.000
OB 2,280.000
OB 2.590.000

:

]
OB 1.010.000
OB 1.210.0C0
OB 1.410.000
OB 1.610.000
OB 1.910.000*
OB 2.210.000
OB 2.520.000
OB 2.520.000| v
OB l 3.320.000
OB 3.720.000

Nilai pagu dana di atas 100

Nilai pagu dana di atas 250 ,

Nilai pagu dana di atas 500 j

OB
OB

juta s/d 500 juta

uta s/d 1 miliar

‘ Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar

Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar

d. Bendahara Pengeluaran

liar

OB

— e —————

OB
OB

BIAYA TA.2018

1.040.000

H ..

Pejabat Pengelola Keuangan SK_PD/Pej‘abat Penguji Tagiﬁsn/Pe_j-abat Penandatangan SPM

__Nilai pagu dana s/d 100 juta _
juta s/d 250 juta

400.000
480.000
570.000

660.000
_770.000

OB

OB
OB
OB

Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar OB 990.000
Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar

Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 mi
Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 mi

|ar

880.000

1.250.000
1.520.000

~1.780.000

Nilai pagu dana s/d 100 juta

" Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta
Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta

L . R TUTRE. e R T T o e T, L T N e ey AL L - | W TRy, N
B TRLgwy - 3 e ey s sl bl me ki dalie o o 3 g tons kS »

Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar
Nilai pagu dana di atas 1 mili

ar s/d 2,5 miliar
14
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OB

340.000

420.000
o8 500.000

570.000

08 670.000
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] Nllal pagu dana dl atas 2,5 millar s/d 5 miliar “ 770.000
| Niaipagudanadiatas Smilars/d 10milar | o5 860.000
p Nilal pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar “ 1_090:000 4
b Nflal pagu dana di atas 25 m?liar s/d 50 miliar 0B ~1.320.000
4 Nilal pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar | os8 1.550.000|
- e ———
- e. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD _
Nilal pagu dana s/d 100 juta L o8 260.000
Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta OB 310.000
Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta 08 | 370.000
Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar T_—'_-—___aaootﬁJ
Nilai pagu dana di'atas 1 miliar s/d 2,5 miliar OB 500.000
Nilai pagu dana di-atas 2,5 miliar s/d S miliar OB 570.000
| | Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar
Nilal pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar v/
- Nilal pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar OB 980.000
Nilal pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar OB 1.150.000
B
f. Bendahara Penerimaan
Nilai pagu dana s/d 100 juta - OB 340.000
Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 ;uta OB - 420.000
Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta | OB 500.000,
Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar OB ___570.000
Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar | o8 730.000
| Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar OB 880.000
Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar OB 1.030.000
Nilai pagu dana di atas 10 miliar E/E 25 miliar OB 1.260.000
Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar OB 1.450.000
B || Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 millar, &b -
: 3 g. Pembantu Bendahara Penerimaan BN I
B [ | Nilaipagudanas/d100juta 0B 260.000
E Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta OB ) 310.000
4 Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta o | 370.000
K Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar OB 430.000
- A Nfl_gi_;)agu dana di atas 1 miliar 5/12,5 miliar OB 540.000
Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d S miliar OB 660.000
| Nilai pagu dana di atas 5 miliars/d 10miliar_______ | OB | 770.000
k3 Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar OB | 940.000
- E Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar OB 1.110.000
B | [ Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar 03 1.280.000
: I
= HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
; a. Pemegang Kekuasaan Pengeeelolaan Barang OB 4.000.000
[ PengelolBamogbaenh | 0 3,500,000
||cPengelolaBarangDaerah |08 | 3.000.000
[ [6 Kuasa Pengelole Barang Daerah | 08| 500,000
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e. Penatausahaan Barang Daerah

4 o8 000.000
T Pengguna Barang o8 100000
ﬁ. Kuasa Pengguna Barang “ 1.000.000!

____'.Pengurus Barang SKPD L “ 200.000
___LKuasa Pengurus Barang B “
B j. Pembantu Pengurus Barang 0B | 200,000
B k. Penyimpan Barang OB 400.000
B |. Pembantu Penyimpan Barang OB 200.000
'} [3. |[HONORARIUM TIM  PENYUSUN DOKUMEN  PERENCANAAN — DAN — PELAPORAN
| (RPJP/RPJM/RKPD/RENSTRA/RENJA) -
| [ [TmKebpaten ﬁ
| oK 5000000
¥ oK 2.500.000
3. Penaggung Jawab OK 4.000.000
- 4 Ketua
5. Wakil Ketua 3.000.000
6. Sekretaris 2.500.000
| E 7. Ketua Pokja o - OK 2.000.000
.; 8. Wakil Ketua Pokja | ) OK 1.500.000}
E 9. Sekretaris Pokja | - OK 1.000.000
B 10. Anggota Pokja - | OK . 500.000]
L1 _ ol N W
4, [HONORARIUM TIM PENYUSTUN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN (LAKIP/
_ |LKPJ DAN LAPORAN TAHUNAN)
1 Tim Kabupater .
1. Pembina | - OK 4.000.000
3 2. Ketua | B OK 3.500.000
3. Wakil Ketua - OK 3.000.000
4, Sekretaris o o OK 2.500.000]
5. Ketua Pokja - - . OK 2.000.000
| 6. Anggota Pokja I OK * 1.500.000
7. Staf Teknis Lainnya - L . OK 1.000.000
I
HONORARIUM TIM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU |
a. Honor Tim Pengelola Perizinan _____ _
1. Pengarah N _ | OB 1.500.000
2, Penanggung Jawab o OB 1.250.000
3. Ketua OB 1.100.000
4. Koordinator ol OB 900.000
5. Tim Teknis OB ~ 500.000
6. Anggota | OB 600.000
b. Sekretariat
7. Sekretaris B | __ OB 700.000
8. Anggota OB




A e T, i T e Tt Ee L paw

6. |[HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

1. Kepala ULP 08 | 1.000.000| -
2. Sekretarls 0B 750.000
3. Anggota . 0B | 750.000
HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

7.
a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - oP 680.000

| b. Panitia Pengadaan Barang / Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (konstruksi)

Nilai pagu pengadaan s/d 200 juta OP 680.000
E Nilai pagu pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta OP 850.000
Nilai pagu pengadaan diatas 500 jutas/d imiliar . |  op 1.020.000
4 Nilai pagu pengadaan di atas 1 miliar s/d 2.5 miliar m_ 1.270.000
Nllal pagu pengadaan di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar “ 1.520.000
Nilai pagu pengadaan di atas 5 millar s/d 10 miliar “
Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s/d 25 miliar . OP
Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s/d 50 miliar oP
Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s/d 75 miliar oP

¢. Panitla Pengadaan Barang / Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non konstruksi)

Nilai pagu pengadaan s/d 200 juta’ . op 760.000

Nilai pagu pengadaan dj atas 200 juta_;_[d 500 juta OP 760.000
. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s/d 1 miliar OP 520.000
Nilai pagu pengadaan di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar OP 1,140.000
| el Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar OP 1.370.000
Nilai pagu pengadaan di atas S miliar s7d 10 miliar OP 1.600.000
Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliars/d 25 miliar oP 1.910.000
Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s/d 50 miliar OP 2.210.000
Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s/d 75 miliar OP 2.520.000

e

d. Panitia Pengadaan Jasa / Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non konstruksi)
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d 50 juta I OP | 450.000!

g . g . = ) i e e ——————————————————

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 juta s/d 100 juta OP 450.000

— : : : T — e ——————————————————————— e}

Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d 100 juta o | el 450.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100

. 3 juta s/d 250 juta _ _ d SR0.000
- | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250

. 8 jutas/d 500 OP 600.000

. juta I
| Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500
Al juta s/d 1 miliar

| Nilai pagu pengadaan jasa konsuEns'i?jas—a Iéinnya diatas 1

| miliar s/d 2,5 miliar ) OP 910.000
L R N T T S —— 8 —

| Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 2,5 —
B | miliars/d 5miliar OP ~1.090.000

i Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas S * IR RS

r - miliar s/d 10 miliar OP 1-270.OOOI
——— — |
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8, |HONORARIUIVI PENERIMA HASIL PEKERJAAN

a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan OP 420.000]
Barang/Jasa
A L -

b. Panitia Penerlma Hasil Pekerjaan Barang dan Kelompok KerJa Unit Layanan Penerima Hasll
Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa '

Nilal pagu Pekerjaan/pengadaan s/d 200 juta oP 420.000
Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 200 juta s/d 500 oP 520.000
juta ) |
Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di.atas 500 juta s/d 1 OP 620.000
miliar
Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan diatas 1 miliars/d 2,5 OP 770.000
miliar "
Nilal pagu Pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 miliars/d 5 OP 910.000
miliar | | |
Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan diatas 5 miliars/d 10 OP 1.060.000
' miliar _ | i
g Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan diatas 10 miliar s/d 25 OP 1-250.000.
3 miliar B
Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan diatas 25 miliar s/d 50 OP 1.450.000
miliar e TI—"
B ~ Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan diatas 50 _m—iTi-ars/d-75 OP | 1.650.000
miliar o 3 o
] - i e ———— :
9. | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL B
a, SLTA . OB 2.100.000
| b. Sarjana Muda ' ; B : _ | OB 2.400.000
|| e Sarjana _ - . ] OB 2.600.000
d. Master (52) - ] | OB 2.800.000
e e - . |
- [10. | SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH | os 1.000.000 |
11| JASA ROHANIWAN "_ ok T -
- Honorarium Rohaniwan Pada Kegiatan Pelantikan i OK - 400.0011
| - Honorarium Rohaniwan Pada Kegiatan Pembinaan oK | 400.000
i Rohani _ .- —
M | 12.| HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (WORKSHOP/BIMTEK / SOSIALISASI / DISEMINAS! / |
H FOKUS GROUP DISCUSION (FGD)/ KEGIATAN SEJENIS)
| 1. P

j . Pengarah N OK 1.100.000
2. Penanggung Jawab OK 1.000.000
1l 3, Ketua / Wakil Ketua B OK
4. Koordinator - 3 OK
5. Sekretaris 0K
- 6. Anggota / Staf Teknis |
> PN ' ‘ oK | soo000°
| > Non PNS T OK _338:833
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| HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR
| | a. Honorarlum  Narasumber/Pembahas  (Non PNS)
untukKegiatanSeminar/ Rapat
Koordlnasi/$osia|i'sasI/DIseminasI /Bimbingan Teknis /
Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan / Simposium/
Lokakarya / Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis,
tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan
1. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/pejabat nég;ra
__lainnya/yang disetarakan. O 1.700.000 |
2. Pejabat Eselon I / yang disetarakan - . o) 1.400.000
3. _Pe:abat Eselon Il / yang disetarakan. 0J 1.000.000
4. Pejabat Eselon lll ke bawah/ yang disetarakan 0J 900.000
b. Honorarium Moderator L o B OK 700.000
¢. Honorarium Narasumber/Pembahas (Non PNS) untuk -
Kegiatan Seminar/ Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi /Bimbingan Teknis '
Workshop/ Rapat Kerja/Sarase/han /g Simposium§ w .
Lokakarya / Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis,
tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan
s e —— _ M I
" 14. | HONORARIUM TIM BAPERJAKAT - . "
a. Tim Baperjakat )
1. Pengarah - |  OK 4.500.000 |
2. Penanggungjawab _ | OK 4.000.000
3. Ketua . - OK 3.500.000
_— P T — — OK 3.000.000
5. Anggota | OK
b. Tim Sekretariat R _
1. Ketua | oK
2. Anggota ~ OK B 1.250.000

15. | HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS - KASUS PELANGGARAN
| DISIPLIN PNS

—————— — e ——— e = - —

a. Panitia I
L, PenguniE

2. Penanggungjawab OK

3. Ketua OK

4. Sekretaris OK
N — oF

b. Tim Sekretariat —
1. Anggota (Eselon Ill) . | oK

_ 2. Anggota (Eselon IV dan Staf) OK
HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL —
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a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
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1. Penanggung Jawab
2. Redaktur

3. Penyunting/Editor

Oter
Oter
Oter

500.000
400.000

300.000

Illl 1

5. Fotografer | Oter 180.000

6. Sekretariat B m

7. Pembuat Artikel - | Halaman 200.000 |

b. Honorarlum Tim Penyusunan Buletin/ Jurnal

1. Penanggung Jawab Oter

2. Redaktur Oter

| 3. Penyunting/Editor Oter
180000

S. Fotografer Oter 180.000

6. Sekretariat ) Oter 150.000

7. Pembuat Artikel Halaman 100.000
c. Honorarium Tim Pengelola Websit | _
1. Penanggung jawab . | OB >00.000 |

2. Redaktur OB 450.C00

3. Editor - o OB B 400.000
- 4. Web Admin T 0B 350.000 |
5. Web Developer L r_ OB 300.000

L 6. Pembuat Artikel Halaman 100.000

17. | VAKASI PENYELENGGARA UJIAN
1. Tingkat Pendidikan Dasar

- Penyusunan/pembuatan bahan ujian
-  Pengawas Ujian

- Pemeriksaan Hasil Ujian

5 _ﬂ-_— —= — e e e e
L

2. Tingkat Pendidikan Menengah
-  Penyusunan/pembuatan bahan ujian
- Pengawas Ujian
- Pemeriksaan Hasil Ujian

T —
3. Keamanan (POLRI) -

|_18. | HONOR PANITIA SELEKSI CALON PNS DAERAH
1. Penanggung Jawab

2. Wakil Penanggung Jawab

| e el
-

3. Ketua Pelaksana

4. Wakil Ketua Pelaksana

5. Sekretaris.

6. Anggota o
7. Tim Keamanan

20

Naskah/MP

OH 240.000

| Siswa/MU 5.000
Naskah/MP 190.000
OH 270.000
Siswa/MU
P
OK
I

0K ] 4.500.000
OK 4.000.000

OK 3.500.000

OK | 3.000.000

OK 2.500.000

OK 2.000.000

OK 1.500.000
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19, | HONORARIUM TENAGA KONTRAK DAERAH (TEDA) :
o8 1.525.000
C. Honorarium Dokter PTT _ | OB 10.000.000
B d. Insentif Dokter
; - Dokter PNS OB 2.5C0.000
- Dokter Internship OB 1.500.000
20. | HONOR TIM FASILITASI KEGIATAN PIMPINAN DAERAH (Bupati / WaKil Bupati / Sekda /Para
Asisten dan Staf Ahli | '
Tim Pelaksana “ 500.000
' IRp——
21. | HONORARIUM TIM LPSE
a. Pembina OB 1.000.000
b. Pengarah OB 900.000
T 300.000
08 750.000
e. Koordinator OB 700.000
f. Ketua . 0B | 650.000
g Sekretarls [ o5 500.000
h. Ketua Bidang Sistem Informasi/Admin . 0B | 500.000
e . Anggota Bldang Sistem lnformasi/Agrmin_ OB 450.000 |
' J. Ketua Bidang Registrasi & VerikaLasi/Verifihkator ) OB 1500.000 *
k. _Anggota Bidang Registrasi & Verifikasi/Verifikator _ | o8 [ 450,000
| . Ketua Bidang Layanan Pengguna/Help Desk | o8B 500.000
m. Anggéota Biaa?l.ayana-n Pengguna/Helpdesk L OB l 450.000
| n Anggota Bidang Layanan Pengguna/Teknisi Listrik OB |  450.000
o. Admin Sisten InfEFn_a-s?Te—ncana Umum Pengadaan OK 500.000
(SIRUP) N - | ) |
22, | HONORARIUM TIM PEMBINA JASAKONSTRUKSI )
| 3@ Pembina _ 0B | 1000000
b. Pengarah ' o i 1 OB L 500.000
| ¢ Penanggung Jawab _ _ 0B -_.800.0(_)6_“
d. Wakil Penanggung}awabﬁ_ . , o8 | 700.000
e. Ketua L ] 0B 600.000
f.  Sekertaris . | | 08B 500.000 |
W| | g Anggota L - | o8 ~_400.000
| 23. | HONORARIUM TIM EVALUASI DAN PENWAWASAN PENVERAPAN ANGGARAR (TEPRA) |
a.  Pembina T 7o T 1oooom
15 b. Pengarah _ OB 4 900000 |
c. _Penanggung Jawab - ' OB ' ' 200.000
[0 ke T
- e. Sekertaris L | OB
R L5 R o

L/

21




) o T . |
L i)
- iy e
.
L 3

Il

. por e . a sl
d - T 117 P e M ] s
ot LY - F F (] y

[ONORARIUY,
a. Pemblina
| b. Pengarah

Ketua
f. Sekertaris

HO
a. Pengarah
b. Penanggunglawab
c. Ketua
d. Wakil Ketua

e. Sekretaris.

23

f. Anggota

1————-‘-___——'—-__—-—-—__—________

PANITIA

26. HONORARIUM PANITIA PELELANGAN PEMANF

ORARIUM TIM PENGKAJI PRODUK HUKUM DAERAH

p—-——_—————-_.________—__—_*

OB

c. Penanggung Jawab _ 2L
d. Wakil Penanggung Jawab
e.

575.000

OB 550.000
0B 500.000

o8 | 525.000
Arabots OB 500.000
g. 244 OB 450.000

a. Ketua

|

b. Sekretaris

c. Anggota

08 | 1.000.000
o 900.000
OB 800.000
OB 650.000
) OB 500.000
— o8 300.000
AATAN ASET DAERAH B
~ NILAI INVESTASI
SATUAN =00 JT Diatas 2‘?;35 Diatas
_ 8 |
- _ 5001':_1_2_ “sm 5 M
OK 675.000 | 800.000 | 1.000.00 | 1.150.000
0
OK e_sso.ooo' 750.000 [ 950.000 | 1.100.000
OK 600.000 [ 700.000 [ 900.000 | 1.100.000
my—— B - e L e = — ]
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PANITIA

a. Ketua
: b. Sekretaris
b | [c Anggota

HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA (EVALUASI) PELELANGAN PE

a. Pembina
Pengarah
Penanggung Jawab

Wakil Penanggungjawab
Ketua

Sekretaris

Koordinator Bidang
Admin

O

=y B EA

HONORARIUM PENGELOLA SIMDA KABUPATE

e

N

OB

OB

MANFAATAN ASET DAERAH

e e —

| NILALINVESTASI
SATUAN <500JT Diatas T?\;a_s Diatas
S00Jt-1M T 5 M
' OK 400.000 | 500.000 | 700.000 | 850.000
OK | 350.000| 450.000| 650.000 | 800.000
~OK | 300.000| 400.000 600.000 | 750.000

1.500.000

P—— —

1.400.000

oB

22

OB

OB
OB

OB
OB

——

1.300.000

1.200.000
1.100.000
1.050.000

S00.000

850.000 :
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l.  Admin SIMDA Bidang

23

GE
| Anggota o8
A
m HONORARIUM TIM SELEKSI BENDAHARA
a. Penangungjawab = = OK
b. Wakil Penangungjawab ) OK
L — o
d. Wakil Ketua T OK
e. Sekretaris | OK 2.300.000
[ [f.Anggota - OK 2.200.000
g. Staf Teknis L ﬁ___, OK
30. | HONORARIUM TIM PENGENDALI DAN TIM TEXNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
a. Pembina _ OK 7.500.000
b. Wakil Pembina o OK 6.000.000
C. Pe-ngarah o = .- OK 5.750.000 |
d. Wakil Pengarah. OK 5.500.000
e Keww oK
f. Sekretaris OK 4.750.000
g. Anggota OK 4.250.000
—Th, StafTekns ———— —— ———— OK 2.750.000
31. | HONORARIUM TIM TUNTUTAN GANTI RUGI
| a. Penanggungjawab - OK 4.000.000
b. Ketua OK 3.500.000 |
E c. Wakil Ketua - OK 3.000.000
| 4 d. Sekretaris - ] - OK 2.500.000
E I e. Anggota Majelis - _ﬂ_r I OK 2.000.000
f. Anggota Sekretaris Majelis OK 1.500.000
| " g. Pembantu Administrasi _L_ OK 1.000.000
I
32. | HONORARIUM TIM REVIUW LAPORAN KEUANGAN
a. Penanggungjawab L OK 4.000.000
b. Ketua o OK 3.500.000
c. Wakil Ketua __ OK 3.000.000
d. Sekretaris - - OK 2.500.000
e. Anggota | oK
‘ T
:133. | HONORARIUM TIM SABU BERSIH PUNGUTAN LIAR
: a. Pengarah j OK 4.000.000
b. Penanggungjawab OK 3.500.000
s C. Ketua OK 3.000.000
d. Wakil Ketua OK
e, Sekretaris OK - 2.000.000
: f. Anggota OK 1.500.000
L& Ketua POKIA [ oK 2.500.000




s ;

h. Sekretarls POKJA
| ;'- . Anggota POKJA
1 I ¥elompokany ——————
| k, TIm Sekretariat (Anggota)
\ll | == HONF?RA:IIUM TIM SEKRETARIAT KPA (KOMIS] PENANGGUIA
\ . Pembina
1 s T
B c. PenanggungJlawab e
d. Sekretaris ;. ’ 8: 2328888
| _ ot i cnakin
| [35. [ HONORARIUM TIM AMP (AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL) TINGKAT KABUPATEN
f [ [0 pelindung 08 | 1.500.000
| [ [J.__Pemanggunglawab | 0B | 13300001
f [ pergaen ———————— 08 |  LI50GG0]
4 [ | Koordinatoridann | 08 | 930000
Whﬁ“
4 [ [n. Tim Pengkaji Maternal T o T st0000]
.- T oy Y o 500.000 ]
‘1 [36. [ HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN ROADVIAP SPi DIKDAS
9 = pembina - OK 1.500.000
B Retig
¢. Sekretaris OK 1.300.000
#| [d Anmggota _ ~ OK 1.200.000 |
i - e B B —
. B, STANDAR BIAYA . _
m URAIAN ~ SATUAN BIAYATA.2016 |
(1) (2) ) (3) (4)
1.1 | STANDAR BIAYA KEGIATAN BIDANG HUKUM - _
| d. Kajian Akademis Ranpe?da (Perlu Rincian) L Kajian . 30.000.(-3@6_:
b.  Bantuan Hukum Pemerintah Daerah ) _
1. Honor Kuasa Hukum

- | Org/Perkara 1.500.000

2. _Transportasi Tim Kuasa Hukum Org/Sidang

250.000
SATUAN BIAYA MAKANANDAN MINUMAN K_E_G_IATAN
1. Snack | KOTAK 15.000
2. Makanan dan Minuman | s PORSI 45.000
3. Prasmanan g - Per ORANG 75.000°(
~__| SATUAN BIAYA TRANSPORT LOKAL SAMPAI DENGAN 8 JAM
3. _Umum (PNS/PTT) - A——
__—_Esl. Il dan PNS Gol.IV Non Jabatan | OH 175.000
—_EslIV/PNS/CPNS Gol.lll Non Jabatan/PTT Sarjana OH 150.000
— PNS/CPNS Gol.ll dan Gol.l/PTT Non Sarjana OH

== 0 145.000
24 |
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#f . Audl riksa dan
W T I A
- atan
—“‘“JM
. - 2n/PTT Sarjana
— PNS/CPNS Gol.ll dan Gol.I/PTT N
| 4. | SATUAN BIAYA TRANSPORT DAN AKOMODASI BAGI PIHAK L
Diberikan biaya transportasi setara dengan biaya perjalanan
b dinas Golongan Ill dan dibayar secara lumpsum,
f [5. | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR dan UANG MAKAN LEMBUR
| a. Uang lembur
1. Golongan | 13.000
17,000
3. Go:ongan I
I 4. Golongan IV 0) 25.000
S. Non PAS
- 1. Golongan &Il OH 32.000 |-
3 2. Golongan Il OH 32.000
. | 3. Golongan IV | OH 32.000
| 4, Non PNS OH | 32.0_00_*
- : “ ,
| 6. | SATUAN UANG MAKAN HARIAN (untuk PNS dan NON PNS)
1. Golongan IV . | OH 41.000
§ 2. Golongan |l OH 37.000
3. Golongan Il & | i OH 35.000 |
; || 4. Non PNS L OH 30.000

7. | STANDAR BIAYA SEWA TEMPAT DAN FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGARAAN KEGIATAN
| /.| STANDAR BIAYA SEWA TEMPAT DAN FASILITAS PE? PENYELENGARAAN K

1. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 orang

LI - ~ Hari 2.500.000
2. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 orang Mm___
. (8. | STANDAR BIAYA SEWA ALAT LAINNYA B _ - ]
M [ Tendaaxs = Per buah 350.000
|| b. Tendabxe6  © -~ | _Perbuah 250.000
: ¢ Tenda3xa . __|__Perbuah 200.000
mrsi T T | Perbuah 2.000 '
1 m‘_—— B - Per buah 40.000
3 f. Organ . Perkeg. 650.000
: | B. Alat Band Lengkap ) I _Eer!‘a_".il_.._____i-EQQ;QQ_Q_
M e i 1 m?/hari 30.000
. _Panggung6x8 it 750.000
j.__Sound System Out Door . Per unit hari 7.500.000
. k. Sound System In Door Per unit hari 3.000.000
| [ tohtigoutboor | Bahai | 500,000

Lighting Out Door
m. Lighting In Door

he

Bar/har]
Bar/hari

N
Ui
-
-
-

o
o



T

n, Genzet besar
o. Dekorasi/ Taman

— | p. Meja Bulat
q. Rempel Meja Ukuran 2 m

3, Sederhana

Per harl
Per keg,

Per buah
Per harl

3.500.000
400.000
35.000
30.000
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1 Biaya Konstruksi Fisik(Rp.) P erencan?an Pengawasan Pengelolaan
1 e Konstgrtzll;sn % Konst;u}kssi % Konstruksi (%5
3 — e e : 14.00
_ Wd 5.63 . 4.625.d3.90 10.005.d 6.75
I D B ikt bbbkt s i I 5.635.d4.65 3.905.d3.27 6.75 5.4 4.20
| o oo R UND00 sk 3.000.000000 | 465sd390 | 32754273 4.205.d2.35
- 6. >35.000.000.000 s/d 10.000 000.000 3.905.d3.28 2.73 s.d 227 2.855.d1.90
1 7. >10.000.000.000 s/d 25.000.000.000 3,285.d2.82 2.275.d 1.92 1.505.d1.20
9. >50.000.000.000 s/d 100.000.060.000 - 2.445.42.16 1.655.d1.43 0805.d40.50 |
10, >100.000.000.000 s/d 250.000.000.000 2.165.d 1,94 .43 5.d 1.26 0.505.d 0.28
i 11. >250.000.000.000 s/d 500.000.000.000 | 1.94 s.d1.80 1.265.d1.18 0285.40.18 |
- — S— — _—
L____b.'ﬁda&fedqfha;a;_ ) B ) ]
Biaya Konstruksi Fisik(RP) | onaniai () | Konamicic) | Komkan | Kornsonaion
1. 0s/d250.000.000 | 9.00 125 6.00 16.00 |
2. >250.000.000 s/d 500.000.000" 9.00s.d 7.55 7.255.d 6,20 6.00s.d 5.20 16.00s.d 11.25
3. >500.000.000 s/d 1.000.000.000 7.555.d 6.35 6.20s.d 5.25 5.205.d 4.45 11.255.d 7.75
4. >1,000.000.000 s/d 2.500.000.000 63554537 [ 525544.50 4.455,d 3.80 7.755.d 5.10
S, >2.500.000.000 s/d 5.000.000.000 5.375.d 4.55 4.505s.d 3.80 3.80s.d 3.20 5.10s.d 3.28
6. >5.000.000.000 s/d 10.000.000.000 4,555.d 3.92 3.805.d 3.25 3.205.d 2.70
7. >10.000.000.000 s/d 25.000.000.000 39254342 | 3.25s.d2.80 2.70s.d 2.30 2.15s.d 1.42
8. >25.000.000.000 s/d 50.000.000.000 3.425.d3.02 2.805.d 2.48 2.30s5.d 2.00
9. >50.000.000.000 5/d 1000000000 | 30254272 | 24854 2.5 2.005.d 1.78 . 0.935.d0.58
10. >100.000,000.000 s/d 27254250 | 21954200 1.785.d 1.60 0.585.d 0.31
250.000.000.000 o
11, >250.000.000.000 s/d 2.505.d 2.32 2.00s.d 1.89 .60 s.d 1.50 0.315.d0.19
| 500.000.000.000
C. Khusus _
e Perencanaan Penga\mlan Pengelolgm
s1 Fisik(Rp.) Konstruksi (% Konstruksi(% Konstruksi(%
1. 0s/d 250.000.000 9,75 1.95 16.00
2. >250.000.000 s/d 500.000.000 9.75s.d 8.20 7.95s.d 6.68 16.00s.d 11.25
3. >500.000.000 s/d 1.000.000.000 8.205.d 6.89 6.685.d 5.7 11.255.d 7.75
4. >1.000.000.000 s/d 2.500.000.000 6.89s.d5.85 | 570s.d4.87 7.755.d 5.10
5. >2.500.000.000 s/d 5.000.000.000 5.855.45.00 | 4.87s.d4.15 5.105.d3.28
6. >5.000.000.000 s/d 10.000.000.000 5.005.d 4.35 4.155.d 3.60 32854215



7. >10.000.000.000 7d 23.000.000.005
8. >25.,000.000.000 s7d $0.000.000.053
9. >50.000.000.000 s/d 100.000,000,005
10.>100.000.000.000 /d 250.000,000,005
1. >250.000.000.000 ¥4 500,000.000.003

1853414
TN
3.10s.d 2.90 2.495.d 2.30 0.585.d 0.31
2.90s.d 2.75 2.30s.d 2.17 0.315.d0.19

——‘L——;\>
STANDAR BIAYA PENDIDIKAN
_——-—-‘—_'_-—__-—_-—-___-_———‘_-__-—

a. Biaya Tugas Belajar Program Akaderi/mim——

M Akademi/Diploma 11 (D- | oT | 15.500.000 |

« - .

) oT 15.500.000
b. Biaya Tugas Belajar Program Diploma 1v (D-IV)/s1 oT 20.500.000
¢ B!aya Tugas Belajar Program Pasca Sarjana S2 oT 30.000.000
d. Bl‘aya Tugas Belajar Program Doktoral S3 oT 70.000.000
e. Blaya Tugas Belajar Program dokter Spesialis OoT £0.000.000
f. Biaya Tugas Belajar Dokter ahli - oT 500.000.0C0
g. Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
: —_—
»~ Kepemimpinan
1. Diklat PIM Il Peserta/Akt 70.000.000
; e S T T T T T
2. Diklat PIM 11 Peserta/Akt 42.000.000
3. DiklatPIM IV Peserta/Akt 25.000.00C0 |
» Prajabatan
1. Golongan Ill (Prajabatan) Peserta/Akt 6.000.000
2. Golongan |l & | (Prajabatan) Peserta/Akt | 4.500.000
h. Biaya Bantuan Pendidikan Izin Belajar: _
SLTA, D-I, D-II, D-Ill, D-IV ke S1 oT _5.000.000 |
i. Biaya Bantuan Pendidikan Izin Belajar 52 __oT __15.000.000 |
11. | STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR — ——
Unit / Tahun .
a. Komputer/Laptop _ Unit/ Tahun 50,000 ﬁ
b. Printer Dot Matrix _ _ —t ¥ - '250‘00(3
c. Printer Tinta _ - __ [ unit/ Tahun | D00 |
4 T T 3 Unit /_Tahunl ___500.000
e. ACSolit | Unit/Tahun |~ 750.000
_—___7 Isi Freon AC - - - SIS ~ 00000
| g Genset<sokva | Unit/Tahun | 5.000.000
m 'k Unit / Tahun | __6.000.000 |
: ' Genset 100 KVA - o ] Unit / Tahun 7.000.000
. - . g R —————- e —
. Unit / Tahun 350.000
J. Mesin Potong Rumput
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN MEUBELAIR T TN
a. Al -
b Ter:13r;t Tidur Unit / Tahun __150.000
- c‘ Fillin[; Cabinet ° DL Taten SO
: Tahu ‘
- d. Meja Kursi Tamu e, Do -———~——-—__400'000 |

a. Kendaraan Dinas Pejabat

12. | STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

e —
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ek r———

» PelJabat Negara Bupatl dan Wakil Bupati

» Pimpinan DPRD M
' 45.000.000
- Unit / Tahun 45.000.000
W
“\_\_ P
2 Mmi BusfPick Up/DoubIaeggardan ldnlt [t £ B
3. Bus /Truk n!t/Tahun 33.000.000
3. Sepeda Motor —————————u— | Unft/Tahun 35.000.000
— 1 5. KendaraanRoda3 — —————— [ Unit/Tahun |  3.000.000 |
- Unit / Tahun 6.500.000
| c. UslaKendaraan 2 3 Tahun ——— ———————Lanun i 6.500.000 |
1. _-€ep, Sedan, Station wagon Unit / Tahun 27.000.000
2. Mini Bus/Pick Up/Double Gardan Unit / Tahun 40.000.000
3 Bus /Truk Unit / Tahun 40.006G.000
’_M% Unit / Tahun 3.500.000
| > KendaraanRoda3 [ Unit/Tahun 8.000.000
13. | BIAYA PENGADAAN PAKAIAN
Pakalan Dinas Harian (PDH) Pelaksana Stel 1.500.000
b ‘Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pejabat Daerah Stel 4.0C0.000
¢. Pakaian Sipil Harian (PDH) Pejabat Daerah Stel 3.000.000 |
d. Pakaian Sipil Harian (POH) Lengan Panjang Stel 3.500.0%
| e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pejabat Daerah Stel | 5.000.000 |
:___:“ f. Pakaian Khui.l_s:tapangan B ) §iel 490.00&
'14. | SATUAN BIAYA MAKSIMAL SEWA SARANA MOBILITAS DARAT (KHUSUS KEGIATAN
INSIDENTIL) .
| Roda Empat _—r i | PerHari |  800.000 |
15. | HARGA MAKSIMAL PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN ATAU LAPANGAN
(RODA DUA) - .
1. Operasional _27.000.000
2. Lapangan _L _ 30.000.000

16. | HARGA MAKSIMAL PEMBELIAN KOMPUTER

\r‘__—_—_

— e —

& 1. Komputer/PC ]

Laptop

2.
I 3. Tablet .

L\l

17. | SATUAN BIAVA BeR b AR R

~8.000.000
~8.500.000

7.000.000

1. Truck

. _| SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH
.\“—\_——_—— -

S ——

a. Pengepakan dan penggudangan
‘“\-\L Angkutan .

% Angkutan laut/sungai_______
Pengepakan dan penggudangan

— b. Angkutan -

v C. Angkutan laut/sungai
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1. Bersifat Proragn‘ .

Kegiatan 500.000

;;{ a, Juaral .
1 b Juara il Keglatan 2.000.000
{ | c. Juaralll . Kegiatan 1.000.000

2. Bersifat Antar Sekolah / Kelompok
= a. Juaral

b, Juarall Keglatan 5.000.000
Keglatan 3.000.000
1,500.000

} : c. Juaralll
|

2.2 Belanja Barang dan Jasa

a) Penggunaan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Malaka agar disesuaikan dengan Keputusan
Bupati Malaka dan penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang
pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil . dengan
memperhitungkan sisa persediaan tarang Tahun 2017.

b) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada
jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian
obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.

. ©) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan
?.nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
Jpegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa

persediaan barang Tahun Anggaran 2017.

d) Penganggaran belanja perjalananTdinas dalam rangka kunjungan kerja dan
studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan
dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas
éiimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah
daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai
peraturan perundang-undangan.

¢) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan
pendidikan dan  pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,
lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah (€tap dilakukan
secara  selektif dengan memperhatikan aspek urgens;,

kualita
s X




enyele i
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas

ad
vokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh

un
guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib

anggaran dan administrasi oleh penyelenggara,

t) Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf
Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya
seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 30 (tiga puluh) jam

pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,
lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan

oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerja sama dengan

penyelenggara.

g) Penganggaran belanja Perjalanan Dinas baik dalam wilayah Kabupaten
Malaka maupun di luar wilayah Kabupaten Malaka (Ke Provinsi dan
Keluar Provinsi) mengacu pada Peraturan Bupati Malaka Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 26 Tahun
2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Bag!
Pejabat Negara, Pimpinan dan ;\nggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil,

~ Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya.

h) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat,

hanya dipcrkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang

- bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dianggarkan

pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.

2.3 Belanja Modal

a) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD

Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana

dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar
kepada masyarakat,

b) Jumlah belanja modal yang dianggarkan pada Belanja Langsung
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

¢) Apabila terdapat pekerjaan belanja modal yang telah ada ikatan perjanjian

kontrak dengan rekanan/pihak ketiga dan ternyata tidak selesaig,
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No

Komputer PC

-

2. Notebook / Laptop Unit 8.500.000
% -"'_'_"__—'__-_"——————-——

3 Printer Unit 2.500.000

4. | Printer A3 Unit ' 7.500.000
-— O

R —————————————— —_—

dilaksanakan paqy akhir Tahun Anggaran 2017 dapat dilanjutkan pada

Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk DPA-L SKPD Tahun Anggaran

2017 untuk dilakukan pengesahannya sesuai  ketentuan peraturan

perundang-undangan dan ~akan dianggarkan kembali pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2018, Apabila Pimpinan SKPD telah

Mmenyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non

fisik maupun keuangan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat

pertengahan bulan Desember Tahun Anggaran 2018.

d) Besaran pengadaan computer dan printer ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan m Harga Satuan

Unit 8.000.000 ,

e) Penganggaran Belanja Modal tidak hanya sebesar harga beli / bangunan

aset tetap saja, tetapi harus ditambah dengan seluruh belanja-belanja

- 1kutan lainnya yang terkait langsung dengan pengadaan/ pembangunan

asset tetap sampai asset tersebut siap digunakan misalnya Jasa Konsultan

- Perencanaan dan Pengawasan.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal asset tetap (biaya
rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal
kapitalisasi aset, dan dﬁpat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat
memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk |
peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan
kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomr 71 Tahun 2010
dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l.go
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‘dengan anggaran belanja daerah.

a)

b)

Dalam hal

APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk

pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh  tempo
penyertaan

modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan,
dan/atau

pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah

Daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam

bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
dianggarkan pada SKPD yﬁng secara fungsional terkait dengan tugasnya.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan
Penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundag-undangan.

PEMBIAYAAN DAERAH.

23

RN

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan untuk menampung :

a)
b)
c)
d) -

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

e) Penerimaan kemball pemberian pinjaman

)

a)
b)

C) e

Penerimaan Piutang Daerah

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan untuk menampung ;

Pembentukan Dana Cadangan

Ea

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pukok Utang

d) Pemberian Pinjaman Daerah R/

.
»
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2.

bersama Kepala SKPD.

RKA-SKPD harus dicantumkan secara Jelas lokasi dari masing-masing kegiatan sehingga

memudahkan pada saat dilakukan monitoring.

Untuk kegiatan yang pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya
telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. |

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

L.

Besaran honorarium bagi Pengelolaan Keuangan SKPD sesewaktu dapat berubah
mengiku;i perubahan pagu anggaran definitif untuk belanja langsung,
Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2018,
pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa‘“]i)\ana BOS yang bersumber dari APBN
diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus,
dan satuan pendidikan menengah sebagal pelaksanaan program wajib belajar. untuk Dana
BOS yang berumber dari APBD, penganggaranya dalam bentuk program dan kegiatan.
Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan pada
Pemerintah Propinsi dianggarkan pada APBD Propinsi Tahun anggaran 2018 yang
pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
903/1043/8] tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS
gatuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang
disclenggarakan pemerintah propinsi pada APBD :
2) Bagi Sutuan_ Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri
yang disulcnggarukun oleh Propinsi dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatanp
33
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sedangkan bagi Satuan Pendidikan Menengah Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus
Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dianggarkan dalam bentuk hibah.
b) Bagi Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,, sedangkan bagi Satuan Pendidikan khusus

swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dianggarkan dalam bentuk hibah pada
Badan Keuangan Dacrah.

l"

c) Bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga,, sedangkan Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang

diselenggarakan oleh masyarakat dianggarkan dalam bentuk hibah pada Badan
Keuangan Daerah.
Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2018 bagi PAUD Negeri yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan,
sedangkan BOP PAUD swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dianggarkan dalam
bentuk belanja Hibah.
Program dan kegiatan yang biayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer
lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan
darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD dengan cara :

a) Menetapkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan
memberitahukan kepada Pimpinan APBD.

b) Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan, '

c) Ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan
dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan Perubahan APBD atay
tidak melakukan Perubahan APBD.

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/sub bidang yang

output kegiatannya belum tercapai, yaitu :

a) untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangkai,
34




Y
encapaia - .
pencapalan  owrput dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output

kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya
ditampqng dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
b) untuk sisa DAK Fisik lebih ‘darj 1 (satu) ‘tahun anggaran sebelumnya, digunakan
untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/sub bidang tertentu sesual

kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan,

dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
Penganggaran untuk pelaksanaan kegitan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun

Anggaran 2017 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD
(DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Neger1t Nomor 13

Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pe.aturan Menter:

Dalam Ncgeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a)  Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2016.

b) Dituangkaﬁ ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan SKPD (DPAL-
SKPD) Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada
format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan
Anggaranﬁ Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016
dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Dituangkan ke dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran
2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada format Lampiran B.I]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 201 b
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¢) DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam
rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-

masing dilakukan sebagai berikut:

» Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang
penyebabnya diluar keialaian Penyedia Barang / Jasa atau Pengguna Barang /
Jasa, kegiatan tersebut dsfbat di DPAL-kan.

Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia
Barang / Jasa atau Pengguna Barang / Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan,
sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesual

Ketentuan yang berlaku.

> Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan
pengujin terhadap :
- Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan

SP2D Tahun Anggaran 2018 atas kegiatan yang bersangkutan;
- Si!sa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran

2018;
- SP2D yang belum diuangkan.

e) Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah

dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada anggaran belanja langsung SKPD

berkenaan.
f) Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan

tersebut tidak selesai sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan
pekerjaan / kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang / jasa dan pengguna
barang / jasa (force majeure).
Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan
pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan

kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening

- berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Pefaturar}
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Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

8. Efekti.ﬁtas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOMPINDA) Provins
FORKOMPINDA Kabupaten, FORKOMPINDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpind
Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenanga
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikot

di wilayah kerja  masing-masing.  Pendanaan untuk FORKOMPIND/
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecama;tan tersebut bersumber dari dan atas beban APBL

sesual maksud pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201¢
dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Demikian Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ini dibuat untuk dipedomani dalam rangka

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Tahun Anggaran 2018.
% BUP IMALAKA,éT{Q

ASTEFANUS BRIA SERAN
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